BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR "' Takun 208
TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

bahwa tarif Retribusi Jasa Umum khususnya Retribusi
Pelayanan Tera/ Tera Ulang yang telah ditetapkan dalam
Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum tidak sesuai lagi
sehingga perlu ditinjau kembali,

bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum, peninjauan tarif retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Enrekang tentang Peninjauan Tarif Retribusi

Pelayanan Tera/Tera ulang;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

| Republik Indonesia Nomor 5049);



~

Menetapkan

-2.

. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Enrekang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Enrekang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
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~ 3. Bupati adalah Bupati Enrekang.

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas
tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

S. Retribusu Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Pungutan yang
dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya.

BAB II
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Pasal 2
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera
Ulang ditetapkan sebagai berikut :

NO JENIS ALAT UKUR TARIF (Rp)

1. | Pemaras 5.000
2. | Ukuran Panjang 5.000
3. | Takaran Kering 5.000
4. | Takaran Basah 5.000
5. | Anak Timbangan Biasa (ATB) 5.000
6. | Anak Timbangan Halus (ATH) 50.000
7. | Timbangan Sentismal 70.000
8. | Timbangan Bobot Ingsut 70.000
9. | Timbangan Meja 70.000
10. | Dacing Logam 40.000
11. | Timbangan Elektronik 30.000
12. | Bejana Ukur 50.000
13. | Neraca Emas 30.000
14. | Neraca Obat 30.000
15. | Timbangan Jembatan 3.000.000
16. | Timbangan Cepat 5.000
17. | Timbangan Pegas 30.000
18. | Tangki Ukur Masil (TUM) 15.000
19. | Pompa Ukur BBM 400.000
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19. | Pompa Ukur BBM 400.000
20. | Meter Air 5.000
21. | Meter Listrik 3.000
22. | Flow Air 5.000
23. | Master Meter 50.000
24. | Tes Banch 100.000
25. | Tangki Ukur Tegak 100.000
26. | Meter Ukur air (TESTER) 50.000

BAB III

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkarydi Enrekang
pada tanggal %4 Teenyan 209
/«BUPAT ENREKANG,™[ —

Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 14 Fes8uuaw

CHAIRUL LATANRO
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018
NOMOR : 8
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